PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN

ANGGARAN
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provins Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ADI DICKA FATHONY
NIM. C2C607003

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011



PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun
Nomor Induk Mahasiswa
Fakultas/Jurusan

Judul Skripsi

Dosen Pembimbing

Adi Dicka Fathony

C2C607003

Ekonomi/Akuntansi
PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PERILAKU
OPORTUNISTIK PENYUSUN
ANGGARAN
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di  Provinsi

Jawa Tengah)

Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt.

Semarang, Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt.)
NIP. 196601081992021001



PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa . Adi Dicka Fathony

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607003

Fakultas/Jurusan :  Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI

DAERAH, SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PERILAKU OPORTUNISTIK

PENYUSUN ANGGARAN

(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 13 Juli P11

Tim Penguji

1. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, AKt. s

2. Dr. Agus Purwanto, M.Si, AKt.

3. Dwi Cahyo Utomo S.E., M.A., AKt.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Adi Dickthény, menyatakan
bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Pendapatdin Deerah, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran , dan Dana Alokasi Umum Texpd&Erilaku Oportunistik
Penyusun Anggara(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Edmg
adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saganyatakan dengan
sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terd&paeluruhan atau sebagian
tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara alenytau meniru dalam
bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menurgukagasan atau pendapat
atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akoiageolah sebagai tulisan saya
sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau kagw®dm tulisan yang saya salin
itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lainps memberikan pengakuan
penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangagah hal tersebut di
atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini sagayatakan menarik skripsi
yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya seindirBila kemudian terbukti
bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meéwmisan orang lain seolah-
olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelan gasah yang telah diberikan

oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Adi Dicka Fathony)
NIM : C2C607003



ABSTRAK

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia bemtasaUU NO.22/1999
tentang Pemerintah Daerah memberi peluang diajlikasya teori keagenan
dalam penganggaran daerah. Teori ini melihat hudnurantara rakyafvoters)
DPRD (legislatif). Rakyat adalah prinsipal bagi i&atif (agen). Asimetri
informasi antara eksekutif dan legislatif dalam gg® pengalokasian anggaran
daerah, khususnya saat perubahan APBD menjadi bdedti ketika legislatif
mengguanakan keunggulan kekuasaan yang dimilikiakdat amanat UU
N0.22/1999 sehingga eksekutif sulit menolak rekodasn legislatif untuk
mengalokasikan anggaran sesuai preferensinya. &@anbUU No. 22/1999
menjadi UU No0.32/2004 tentang pemerintah Daerahudadra mengurangi
perilaku oportunistik legislatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendaisa pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap perilakutapastik penyusun anggaran
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, pengaruda Siebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) terhadap perilaku oportunistik yeun anggaran
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, pengarutaDdokasi Umum (DAU)
terhadap perilaku oportunistik penyusun anggarabhulaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data dekyang didapatkan dari
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Popuksird penelitian ini adalah
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengamszlperiode penelitian tahun
2008-2010. Teknik pengambilan sampel dalam peaelitiini dengan
menggunakan metogqmirposive sampling Berdasarkan kriteria yang ada jumlah
sampel ada 33 Kabupaten/Kota. Alat analisis yangurdikan adalah
menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perdap Asli Daerah
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pbsdrhadap Perilaku
Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/KotePdivinsi Jawa Tengah.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaedntif terhadap Perilaku
Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota dvidsi Jawa Tengah

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sishilhé>erhitungan Anggaran
(SiLPA), Dana Alokasi Umum (DAU), Perilaku Oportstik
Penyusun Anggaran (OPA)



ABSTRACT

The Application of the Local Autonomy Program iddnesia based on Law
No. 22/1999 about Local Government gives an oppdstuio the application of
agency theory in local budgeting. This theory addes a relationship between
local government, the People Representative Boardaal level (DPRD), and
people (voters). Voters Legislative is principle fegislative. The information
asymmetry between executive and legislative inltlecal budget allocation,
especially when there is a change of the Estimaterhe of Regional Expense
(APBD) has no meaning when the legislative usedistsretionary power as the
consequence of Law No 22/1999 so that the execistigéficult to refuse the
legislative recommendation to allocate the budggdts preference. The revision
of Law No. 2/1999 into Law No. 32/2004 about LoGavernment actually
endeavors to reduce the legislative opportunistibayior.

This study is aimed to examine and analyze thadanfle of PAD towards
the opportunistic behavior of budget requestor Ihthe regions/cities of the
Central Java, to examine and analyze the influen€eSiLPA towards the
opportunistic behavior budget requestor in all tlegions/cities of the Central
Java, to examine and analyze the effect of DAU tdsvdhe opportunistic
behavior budget requestor in the Central Java Rroial Government. The data
which is used is the secondary data obtained fR@gional Secretariat of Central
Java Province. The population in this study is tak regions/cities in Central
Java of the research period 2008 — 2010. The samgkchnique in this study
uses purposive sampling method. Based on the iesitdre samples which are
used are 33 Regencies/cities. The instrument gseudiltiple regression method.

The result of the study shows that the Local Rev¢RAD) and General
Allocation Fund (DAU) have significantly positivenfluence toward the
opportunistic behavior of the budget requestor le Central Java Provincial
Government. SILPA has significantly negative infeeetowards the opportunistic
behavior of the budget requestor in the CentralJBwovincial Government.

Keywords: Local Revenue (PAD), Time over Budgec@ation (SiLPA), the
General Allocation Fund (DAU), Opportunistic Behawvi Budget Requestor
(OPA)

vi
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MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang-orang yang berbakat untuk mencapai kebddmalsesar, selalu memiliki
banyak pekerjaan yang sedang dilakukannya dengaaorigguh-sungguh, yang
satu demi satu mewujud dan menjadi landasan kemampga untuk melayani
bagi kebahagiaan sesamanya.”
“Selama yang kita kerjakan adalah untuk menjadkienpelayan bagi kebaikan
hidup sesama,kebaikan hidup kita dijamin oleh Tuhang Maha Sejahtera.”
Aamiin (Mario Teguh)

“Selalu mengingat Allah diatas segala-galanya”
“Feel the reality if you are in the society” (AdidRa F)

“Nothing in the world is more dangerous than sirdgnorance and conscientious
stupidity.” (Martin Luther King Jr)

“The optimist proclaims that we live in the bestadifpossible worlds, and the
pessimist fears this is true." (James Branch Cpabell

There are only two ways to live your life. Oneasthough nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracl@lbért Einstein)

Karya ini dipersembahkan untuk :

Kedua orangtua
Kakak

Orang-orang terdekat
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang ditandai dengan dikeluarkannyddog-Undang Nomor
22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undangono32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Noraotal2un 1999 yang
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2@@#ang Perimbangan dan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mkarbkekuatan baru dalam
otonomi pemerintah daerah. Otonomi daerah menundblg-Undang nomor 32
tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajilaemad otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintadiakepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undaRgaerapan undang-
undang ini berimplikasi pada perubahan yang samgatdasar terhadap hubungan
pemerintah daerah (eksekutif) dengan Dewan PerarakiRakat Daerah

(legislatif).

Legislatif diberi kewenangan sebagai pengawas pata@an pembangunan
yang dilakukan oleh eksekutif menyebabkan posigislatif menjadi superior
terhadap pemerintah. Akibatnya tekanan kepada ekbekenjadi semakin besar,
termasuk dalam proses penyusunan anggaran. Segaatif yang memiliki hak
untuk meminta pertanggungjawaban dan mengadakagelmtikan terhadap

eksekutif menjadi sangat berwibawa dalam prosegyseman anggaran.



Keadaan ini dapat ditelaah melalui perspektif keage dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibangan DPRD-Pemerintah
Daerah—masyarakat. Halim dan Abdullah (2006) mexkgat bahwa dalam
hubungan keagenan antara eksekutif dan legiskitgekutif adalah agen dan
legislatif adalah prinsipal, sedangkan dalam hubandgegislatif dan rakyat
(pemilih), pemilih adalah prinsipal dan legislatiflalah agen. Permasalahan
timbul sebab dalam interaksinya, masing-masing kpibaik agen maupun

prinsipal akan berusaha untuk mengutamakan keggamtitya masing-masing.

Menurut Jaya (2006) penyalahgunaan sumber dayat degadi karena
agen melepaskan tanggungjawabnya tanpa sepengetphnaipal. Sebaliknya
prinsipal karena kekuasaan yang dimiliknya dapdake semena-mena berkaitan
dengan pengalokasian sember daya tersebut. Imipljleaaik prinsipal ataupun
agen dapat berperilaku oportunistik untuk mendatarkepentingannya masing-
masing. Perilaku oportunistik legislatif sebagaemgdari rakyat, terjadi bila
legislatif sebagai agen seharusnya membela kepgantinrakyat. Namun,
kenyataannya seringkali berbeda. Rakyat tidak wsel@engetahui seluruh

informasi yang ada, dan bagaimana proses peng#&okasggaran berlangsung.

Legislatif dengan keunggulan informasi yang dinilikrelatif terhadap
rakyat dan keunggualan kekuasaan yang dimiliknypatd@engan sewenang-
wenang melanggar kesepakatan yang ada, baik akspisupun implisit.
Keadaan ini diperparah dengan pendelegasian kewanamakyat terhadap
legislatif yang tidak memiliki kejelasan tentang kaeisme kontrol atas

kewenangan yang diberikan tersebut. Akibatnyaslatii cenderung menyusun



anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongadayekondisi ini disebut oleh
Garamfalvi (1997) sebagapolitical corruption dalam proses penyusunan
anggaran dan korupsi dilakukan dengan cara memhgalilalokasi sumberdaya
publik untuk mencapai keuntungan pribadi atau ggdon Sekiranya anggaran
tersebut dilaksanakan akan menimbulkaministration corruptionJika kondisi

di atas terjadi, maka proses penyusunan/perubaimggaean APBD yang

semestiya akan menghasilkan outcome yang efisien afektif dari alokasi

sumber daya dalam anggaran akan terdistorsi kamgiaya perilaku oportunistik
untuk kepentingan pribadi dan politisi. Colombat2801) merumuskan korupsi
sebagai pelanggaran batasan-batasan yang telgtakbsiebaik secara eksplisit

maupun implisit dalam kontrak demi kepentingan gulib

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat ddidwa seberapa besar
daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetaperisabut harus diimbangi
dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelkdasngan daerah mampu
memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebihraglonal, transparan,
partisipatif, dan bertanggung jawab (Nurlan, 200&wenangan besar legislatif
yang diberikan oleh undang-undang membuahkan kakubé&sar yang justru
dihadapkan ke eksekutif. Akibatnya eksekutif akaibiH difensif, berusaha
mempertahankan eksistensinya dengan memanfaatk@ungdgulan” yang
dimilikinya. Pemahaman eksekutif terhadap birokrdan administrasi, serta
seluruh aturan dan perundang-undangan yang melapdaditunjang hubungan

langsung dengan masyarakat yang telah Dberlangswaigmd waktu lama



mengakibatkan penguasaan informasi eksekutif Id&aiik dari pada legislatif

(Maria, 2009).

Adanya asimetri informasi yang dapat menyebabkajadi@ya moral
hazard dan adverse selectionleh eksekutif, maka legislatif akan meggunakan
keunggulan kekuasaar(discretionary power) yang dimilikinya. Menurut
Colombatto (2001) besarnydiscretionary poweregislatif akan menimbulkan
pelanggaran atas kontrak keagaenan dan semakim paka kecenderungan
mereka mengutamakan kepentingan pribadinya yandabgrak politis pada
jangka panjang. Mauro (1998) menemukan bahwa harkaiengan kepentingan
legislatif, maka anggaran akan lebih banyak diadidem untuk proyek-proyek

yang mudah dikorupsi.

Keefer & Khemani (2003) juga menemukan hal sengaity pengalokasian
anggaran akan lebih banyak diarahkan untuk progétastruktur karena lebih
mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan jangld¢ifikepada pemilihnya.
Karena itu legislatif akan merekomendasi eksekurtttik menaikkan alokasi pada
sektor-sektor yang mendukung kepentingannya danguseikan pengurangan
alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, @dmja publik lainya yang
tidak bersifatjob programsdantargetable.Preferensi legislatif ini memiliki tiga
kemungkinan konsekuensi pada alokasi anggaran wsektor lain, yaitu : (1)
mengurangi alokasi untuk belanja lain apabila jumbalanja secara keseluruhan
tidak bertambah, (2) tidak merubah alokasi sek#on ljika jumlah belanja

bertambah, atau (3) kombinasi keduanya, yakni alokantuk sektor lain



berkurang walaupun jumlah belanja secara keselarbbetambah (Abdullah dan

Asmara, 2006).

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari geathn daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah (Nurlan, 2@@fnya kemungkinan
tambahan pendapatan daerah yang berasal dari Reaalahsli Daerah (PAD)
yang dapat dijabarkan ke sektor-sektor yang memederensi legislatif. Belanja
daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran dgemghdialokasikan secara
adil dan merata agar relatif dapat dinikmati olefusih kelompok masyarakat
tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pely umum (Warsito dkk,
2008). Akan tetapi, pengalokasian tersebut seringlak memperhatikan jangka
waktu penetapan perubahan APBD yang hanya tinggaérapa bulan sebelum
berakhirnya tahun anggaran seringkali menjadi tidéaktif atau bahkan tidak
terserap sepenuhnya saat tahun anggaran bera&hir,bdrdampak pada SiLPA
(sisa lebih perhitungan anggaran), bagaimana dara yseharusnya dapat
digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyetydta tidak terserap

sepenuhnya.

Berdasarkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangatara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Aldkasim, selanjutnya
disebut DAU adalah dana yang bersumber dari petaiapdAPBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuamgan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksdbes@ntralisasi. Di sisi
lain, perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1%9®@amng Pemerintah

Daerah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 200thrig Pemerintahan



Daerah merubah posisi hubungan eksekutif dan &iisPosisi legislatif makin
lemah lantaran banyak kewenangannya yang dirubamubBhan tersebut
membuat legislatif dalam pembahasan rancanganupanatdaerah (ranperda),
termasuk ranperda tentang APBD harus berkonsuftesgan Menteri Dalam

Negeri (Mendagri).

Kewenangan legislatif untuk “memveto” pertangguagiban kepala
daerah yang terjadi di masa Undang-undang Nomofafin 1999 tidak akan
terjadi lagi, sebab legislatif hanya berhak mentkasupemberhentian, sedangkan
keputusannya ditentukan presiden. Hubungan antegsldtif dan eksekutif
menjadi hubungan kerja yang kedudukannya setara bdasifat kemitraan.
Hubungan kemitraan bermakna bahwa legislatif daelakif adalah sama-sama
mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah umekaksanakan otonomi
daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Kedusbalg itu harus
membangun hubungan kerja yang sifatnya mendukurgaromerupakan lawan
atau ataupun pesaing satu sama lain dalam meldaafangsi masing-masing.
Menurut Halim dan Abdullah (2006), perubahan inhadapkan mengurangi
perilaku oportunistik legislatif berkaitan dengaeukggulan kekuasaan yang

dimilikinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-peagslisebelumnya adalah
penelitian ini ingin membuktikan pengaruh PAD, SiL®an DAU terhadap
perilaku oportunistik penyusun anggaran. Selain fitkus penelitian ini adalah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.



Motivasi yang melandasi penelitian ini adalah studéngenai peran
legislatif dalam penganggaran Kabupaten/Kota dviRsd Jawa Tengah dengan
menggunakan perspektif keagenan belum dilakukaenkapendekatan anggaran
yang digunakan sebelumnya tidak memungkinkan meintgmh jauh perilaku
oportunistik legislatif. Untuk itu dipandang perhelakukan penelitian ini, untuk
membuktikan pengaruh PAD, SiLPA dan DAU terhadaplgku oportunistik

penyusun anggaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, daphatdbahwa Pemerintah
Daerah dalam menyusun anggaran APBD dan pelaksaymdebih cenderung
untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yangdulamg kepentingannya dan
mengusulkan pengurangan alokasi anggaran untukiddesu, kesehatan, dan
belanja publik lainya yang tidak bersifab programsdantargetable. Padahal
belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah gangat efektif untuk
meningkatkan pelayanan umum. Untuk meningkatkagglekasian anggaran ke
sektor belanja modal diperlukan pengetahuan memndgeraponen-komponen
pendapatan apa saja yang berpengaruh positif udiadlbkasikan ke belanja
modal. Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)PBi mempunyai pengaruh
terhadap belanja modal. Dari sektor dana perimbangang dimungkinkan

berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modiradana alokasi umum.



Berdasarkan latar belakang dari batasan masalatadj maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah PAD berpengaruh positif terhadap perilakartymistik penyusun
anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

2. Apakah SiLPA berpengaruh negatif terhadap perilaortunistik
penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jaavgdh?

3. Apakah DAU berpengaruh positif terhadap perilakoramistik penyusun
anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujil@ukannya

penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD tenhagerilaku
oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota aviRsi Jawa Tengabh.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh SiLPA w@apa perilaku
oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota aviRsi Jawa Tengabh.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAU terpageerilaku

oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota aViRsi Jawa Tengah.



1.3.2Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsiitaerupa:

1. Masukan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengabk memahami
perilaku oportunistik penyusun anggaran.

2. Bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang beatruntuk mengadakan
penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yemgaitan dengan topik
ini.

3. Wacana bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam dpiganganggaran

yang berkaitan dengan teori agensi.
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1.4. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bagian. Uraiannya adatgbagai berikut:

BABI1 : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakgagg
mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujusm leegunaan penelitian serta

sistematika penelitian.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mesagdapenelitian

ini, penelitian-penelitian terdahulu yang terkkérangka pemikiran dan hipotesis.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab Ill akan membahas mengenai variabel peneldiam definisi
operasional, penentuan populasi dan sampel, jamsdmber data, metode yang

digunakan dalam mengumpulkan data serta metodssianal

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini akan memperlihatkan deskripsi statisibjek

penelitian, hasil analisis, dan pembahasan

BABV : PENUTUP

Pada bagian terakhir ini berisi kesimpulan darighiéan yang telah

dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini damsamtuk peneliti selanjutnya.



BAB I

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik

Hubungan antara rakyat dan legislatif sangat megwehi proses
pengalokasian anggaran. Hubungan ini dapat dijetaskelalui teori keagenan.
Teori keagenan merupakan suatu hubungan yanginiehardasarkan kontrak
perjanjian antara 2 pihak atau lebih dimana pihakamna disebut prinsipal dan
pihak yang lainnya disebut dengan agen. Prinsipatupakan pihak yang
bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugaskunengawasi, memberikan
penilaian dan masukan atas tugas yang telah diataoleh agen. Sedangkan
agen adalah pihak yang menerima dan menjalankas sesuai dengan kehendak

prinsipal.

Dalam proses pengalokasian anggaran daerah, p8fsyekg dapat
ditelaah sehubungan dengan aplikasi teori keagemitn, hubungan antara rakyat
(voters) dan legislatif. Peran penting legislatif yaitu méilia kepentingan
masayarakat, pemberdayaan pemerintah, dan mengduesja pemerintah
memberikan kesempatan besar bagi legislatif unapatdmempengaruhi secara
signifikan berbagai kebijakan pemerintah. Bila ke&tan yang diambil kemudian
lebih banyak menguntungkan bagi legislatif, baikupa kebijakan yang dapat
menciptakan rente, terbukanya peluang untuk béageari korup, ataupun

terjadinya lobi-lobi, maka ini merupakamoral hazardterhadap pemilihnya.

11
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Menurut Lane (2003) dalam Halim (2006), teori kesgedapat diterapkan
dalam organisasi publik. Menurut Andvig et al. (2p0Odalam Halim
(2008),principal-agent modeinerupakan rerangka analitik yang sangat berguna
dalam menjelaskan masalah insentif dalam institpablik dengan dua
kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapasgral dengan masing-
masing tujuan dan kepentingan yang tidak koherem (& prinsipal juga bisa
bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyaraddapi mengutamakan
kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubundeeagenan dalam
pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan ldadaa bukan semata-mata
hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal sajd. iHiadikarenakan ada
banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam memimargpatu daerah. Jadi
tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk memgpangkan suatu daerah dan

untuk membuat rakyatnya sejahtera.

Dalam perspektif prinsipal-agen, penguasaan inferiyang berbeda antara
prinsipal dan agefasymetric informationgkan dikelola untuk memaksimumkan
utilitynya. Karena itu keputusan yang diambil tidakan optimal. Dasarnya
adalah perilaumoral hazarddan adverse selectionJaya (2006) merumuskan
moral hazardsebagai penyalahgunaan wewenang aldverse selectiosebagai
perilaku menyembunyikan informasi.
2.1.1.1Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Rakyat

Dalam hal memberikan pelayanan kepada publik, [Egis(DPRD)
bertindak sebagai agen dan publik (rakyat) berkirslgbagai prinsipal. Legislatif

merupakan perwakilan dari rakyat yang dipercayaulurdapat menjalankan
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tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengegRdrandaerahnya.

Legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyan dakyat memantau kinerja
dari legislatif. Jadi walaupun di satu sisi legi$lanenjadi prinsipal, tapi dalam

hubungannya dengan publik, legislatif bertindakagglh agen. Sehingga dalam
menjalankan tugasnya, legislatif menempatkan dirirsebagai pihak yang
menerima tugas dari publik, kemudian melakukan ekgésian tugas kepada
eksekutif untuk melakukan penganggaran.

2.1.2Penganggaran Publik dan Politik Anggaran

Mardiasmo (2002) menyatakan anggaran merupakarygtean estimasi
kinerja yang hendak dicapai selama periode wakteril yang dinyatakan dalam
ukuran finansial dan merupakan artikulasi dari persan strategi dan
perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaramupakan alat utama
pemerintah untuk melaksanakan semua kewajibani, jdan kebijakannya ke
dalam rencana-rencana konkrit dan terintregasndlal tindakan apa yang akan
diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biayagae dan siapa yang akan
membayar biaya-biaya tersebut. Sementara FreemarSh&uders (2003)
menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapanhdiipg sebagai suatu
kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif.

Kendala yang dihadapi, yaitu terbatasnya dana yhmgliki pemerintah
menyebabkan penganggaran menjadi mekanisme  tergentidalam
mengalokasikan sumber daya. Ada masalah politi&kekdierbicara mengenai
masalah prioritas alokasi atas sumber daya yargedexr, dan ada masalah

ekonomi ketika berbicara mengenai sumber pendagaarfonsekuensi yang
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muncul adalah penganggaran publik menjadi adu kekueelatif antara pihak-
pihak yabg terlibat dalam penganggaran, di manauaemihak memiliki
kepentingan berbeda terhadapgcomeanggaran.

Penganggaran menurut Von Hagen (2002) terbagi lkeendempat tahapan,
yaitu executive planning, legislative approval, executim@lementation, dan ex
post accountabilityPada tahap kedua tahapan pertama interaksi arkae&utif
dan legislatif dan politik anggaran paling mendaasin sementara pada 2 (dua)
tahap terakhir hanya melibatkan eksekutif sebagema
2.1.3Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Reformasi keuangan daerah sebagai bagian dariggarentonomi daerah
membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan efezamggaran daerah.
Anggaran daerah dikeloala dengan pendekatan amgdanarja yaitu setiap
alokasi biaya yang direncanakan harus terukur ti&ai dengan output yang
diharapkan akan dicapai. Anggaran kinerja mendorqguaytisipasi dari
stakeholderssehingga tujuan pencapaian hasil sesui dengantuteu publik.
Konsekuensinya legislatif harus beperan aktif dag@myusunan dan penetapan
anggaran sebagai produk hukum dan memastikan kegantdan kebutuhan
publik diakomodir dalam alokasi anggaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaigzgara bab IV
Penyusunan dan Penetapan APBD pasal 17 menyataRBD Alisusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan efaankpuan pendapatan
daerah. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimanadithdklam ayat (1)

berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daelhm d rangka
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mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalamamaigaran diperkirakan
defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan umbekiutup defisit tersebut
dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam halaaaggiperkirakan surplus,

ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam PamaDaerah tentang APBD.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberataih&legara bab I
Pejabat Perbendaharaan Negara pasal 6 menyatagpalaK satuan kerja
perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguaag bagi satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya. Kepala satuamakperangkat daerah
dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pendgquggaran/Pengguna

Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipirgpiberwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaras #&eban
anggaran belanja;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintabéarbayaran;

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. mengelola utang dan piutang;

f. menggunakan barang milik daerabh;

g. mengawasi pelaksanaan anggaran

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; skéugnperangkat
daerah yang dipimpinnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@®6ang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah direvisiageReraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubakes) Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengeldf@amangan Daerah
pada bagian ketiga Kebijakan Umum APBD serta Rasrdan Plafon Anggaran
Sementara Pasal 83 menyatakan Kepala daerah nuensarscangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkanm RKPD dan pedoman peayus\PBD yang
ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedormpenyusunan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatantara lai

a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi jieidhin pemerintah
dengan pemerintah daerah;
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggbeakenaan;
c. teknis penyusunan APBD; dan
d. hal-hal khusus lainnya
Perubahan APBD seharusnya tidak berubah terlalu gan APBD murni,
kecuali dalam keadaan tertentu atau luar biasaenkarjangka watu
pelaksanaannya yang terbatas. Peraturan PemeiNdgaior 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 81 nakayapenyesuaian APBD
dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaahaslibbersama DPRD
dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusumdirgamn perubahan atas
APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabikdierj
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi lkafijemum APBD,;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenarjel
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tsélelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan;
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d. Keadaan darurat, yaitu bukan kegiatan normal ddivias pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tdigbat diharapkan
berulang, berada di luar kendali pemerintah daessnta memiliki
dampak yang signifikan terhadap anggaran dalamkeamqgemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan

e. Keadaan luar biasa

Proses penyusunan anggaran, khusunya anggaran apanubmelalui
beberapa tahap, yakni: (1) penyusunan dan penekagakan umum perubahan
APBD dan PPAS Perubahan APBD; (2) penetapan sewaca penggunaan
sumber daya ke dalam rincian objek belanja atau fSKRD perubahan; (3)
pembahasan RAPBD perubahan, dan (4) penetapan RABRBDahan ke dalam
bentuk Perda Perubahan APBD. Khusus tahap 1,3Adaelibatkan legislatif
(DPRD) sehingga lebih kompleks dan sarat kepemimgditik.

Eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kdsdpa yang dicapai
melalui bargaining (dengan acuan Kebijakan Umum Perubahan APBD d#@n PP
Perubahan APBD) sebelum anggaran ditetapkan sebaghi peraturan daerah.
Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar besgileitif untuk melaksanakan
pembangunan dan menyediakan pelayanan publik,ige&ahenjadi acuan bagi
legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasanpanilaian kinerja eksekutif
dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.
2.1.4Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunamcaRa

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yangdie@mdijabarkan
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dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) umekode 1 tahun.
Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah (Bemeayusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar daf@enyusunan APBD.
Kemudian Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dé&aforP Anggaran
Sementara (PPAS) untuk selanjutnya diserahkan kepf2elwan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Setelah PPAS telah diseDRRD, maka disusunlah
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaefdB(® yang kemudian
disahkan menjadi APBD.
2.1.5Peran Penyusun Anggaran

Legislatif yang adalah penerima mandat dari rakysmpunyai fungsi
sebagai pengawas kinerja pemerintah termasuk dh&npertanggungjawaban
kepala daerah. Hal inilah yang menyebabkan keljak@merintah dapat
dipengaruhi oleh legislatif secara signifikan. Dalaal anggaran yang diajukan
oleh eksekutif, ada 2 (dua) kemungkinan perubateary yYdapat dilakukan oleh
legislatif, yaitu merubah jumlah anggaran dan mahubistribusi belanja atau

pengeluaran dalam anggaran.

Eksekutif di sisi lain akan merespon tekanan ydibgrikan oleh legislatif
dalam proses pembuatan kebijakan dan anggaran.hBema eksekutifagent)
terhadap birokrasi dan administrasi, serta selaturan dan perundang-undangan
yang melandasinya serta hubungan langsung dengayarafat yang telah
berlangsung dalam waktu lama mengakibatkan pengnasdormasi eksekutif
lebih baik dari pada legislatifprincipal) sehingga terjadi asimetri informasi.

Bahkan menurut Petrie (2002) prinsipal harus meragkan biayacost) untuk
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mendapatkan informasi yang dibutukan dalam memokiteerja agen dan untuk

menentukan struktur insentif dan monitoring yafigien.

Namun,moral hazarddanadverse selectioeksekutif menjadi tidak berarti
saat legislatif mengguanakatiscretionary poweryang dimilikinya. Hyde &
Shafritz (1978) bahkan menyatakan bahwa penganggatalah sebuah proses
legislatif. Saat ini setelah Undang-undang Nom®arTahun 2004 ditetapkan
posisi legislatif yang kuat mengalami perubahamatSaatu perubahan terpenting
adalah dalam hal pemilihan kepala daerah yanghipihgsung oleh rakyat tanpa
melalui perantara legislatif sehingga pemberhenkapala daerah juga bukan
kewenangan legislatif. Artinya hubungan antaraslegif dan eksekutif menjadi
hubungan kerja yang kedudukannya setara dan Herk@mitraan, dalam
membuat kebijakan daerah sesuai dengan fungsi gaamsing. Kedua lembaga
itu harus membangun hubungan kerja yang sifatnjiagsanendukung, bukan
merupakan lawan ataupun pesaing satu sama laimdalelaksanakan fungsi

masing-masing.

2.1.6 Oportunisme Penyusun Anggaran dalam Penganggaran

Menurut Garamvalvi (1997) politisi menggunakan ment dan kekuasaan
yang ada pada mereka untuk menentukan alokasi sdayae yang akan
memberikan keuntungan pribadi bagi mereka. Karena mereka akan
memanfaatkan posisinya untuk memperoleh renteo®ers akan semakin parah

saat tidak ada institusi formal yang berfungsi gaavasi kinerja legislatif.
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Martinez-Vasquez et al. (2006) menyatakan balpeétical corruption
terjadi ketika politisi atau birokrat tingkat ataemanfaatkan kedudukan mereka
demi keuntungan pribadi, ataupun kalangan dekatkaerMisalnya, dengan
mengalokasikan belanja untuk barang-barang khusums lgkrteknologi tinggi
karena merupakan belanja yang mudah dikorupsi sedielb banyak orang yang

memahami barang tersebut (Mauro, 1998).

Insentif korupsi dalam sisi belanja anggaran pemeni menurut Martinez-
Vazquez et al. (2006) adalah kurangnya standaa etdn moral, kemungkinan
terdeteksi yang rendah, pengawasan dan sanksiegaradn, atau ketidak cukupan
gaji dan insentif lainnya. Dikatakan pula seorard@itigi yang berpengaruh
cenderung mendukung proyek tertentu bukan karemaritps atas kegiatan
tersebut, tetapi karena suap yang akan diperobah leguntungan untuk dirinya

sendiri.

Hasil penelitian Tanzi & Davoodi (1997) juga membbuokti tentang
perilaku oportunistik politisi dalam pembuatan kesan investasi publik. Karena
keputusan untuk alokasi belanja modal berpotensidatangkan keuntungan,
para politisi membuat keputusan-keputusan terkaiigen (1) besaran anggaran
investasi publik, (2) komposisi anggaran invesfagilik tersebut, (3) pemilihan
proyek-proyek khusus dan alokasinya, dan (4) laeseancangan setiap proyek
investasi publik. Keputusan tersebut terkait dengamberian kontrak kepada

pihak luar, yang dapat menghasilkan aliran rentegaekomisi.
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Padahal seharusnya legislatif membela kepentingasyanakat yang
diwakilinya dengan mengakomodasi kebutuhan dan rikemgan masayarakat
dalam pengalokasian anggaran. Mardiasmo (2002) ataken bahwa pendidikan
dan kesehatan merupakan bentuk pelayanan publi§ paling mendasar dan
karenanya menjadi fokus utama pembelaan legigfatijemerintahan. Namun,
belanja untuk pendidikan dan kesehatan bukanlad yaag dapat memberikan
peluang untuk korupsi sehingga anggaran pendidikesehatan, dan sosial akan

diperkecil (Mauro,1998).

Studi Mauro (1998) menunjukkan bahwa jenis-jenifafja pemerintah
membuka peluang untulacrative opportunitieskarena itu akan dipilih belanja
barang atau pelayanan untuk program-program daratkegyang sulit untuk
dimonitor orang lain. Hasil penelitian ini menguatkhasil penelitian Tanzi &
Davoodi (1997) yang mengemukakan bahwa untuk iagegublik lebih disukai
legislatif karena dapat memberikan komisi lebilsdredari pada belanja untuk
pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dedariain preferensi legislatif
mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberé@e lebih besar dan

memiliki dampak politik jangka panjang.

Kecenderungan legislatif memiliki preferensi atidkasi yang mengandung
lucrative opportunitiesmendorong legislatif untuk merekomendasi eksélaggar
menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukepgntingannya ataupun
yang akan mendatangkan keuntungan pada jangkangaméalnya berkaitan
dengan kepentingan pemilihan legislatif yang akatamg, dan cenderung

mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pemagidkesehatan, dan belanja
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publik lainnya yang tidak bersifajipb programsdan targetable Preferensi

legislatif ini memiliki 3 (tiga) kemungkinan konseénsi pada alokasi untuk
belanja sektor lain, yakni: (1) mengurangi alokaguk belanja lai apabila jumlah
belanja secara keseluruhan tidak bertambah; (2k trderubah alokasi belanja
sektor lain jika jumlah belanja secara keselurubamambah; atau (3) kombinasi
keduanya, yakni alokasi belanja untuk sektor laénkbrang walaupun jumlah

belanja secara keseluruhan bertambah (AbdullalAdarara, 2006).

2.2. Penelitian Terdahulu

Selama ini studi yang dilakukan mengenai perarslatfi dalam hal alokasi
anggaran, khususnya dalam pengalokasian anggaeahdai Indonesia dan
menggunakan perspektif keagenan belum banyak d##ekuakan tetapi berikut
ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yandkb#an, antara lain:

1. Paulo Mauro (1998)

Paulo Mauro menyatakan bahwa ada suatu hubungatakobantara korupsi
dan komposisi belanja pemerintah yang menyebabkamepntah lebih mudah
dalam menerima maupun mengirimkan uang suap (sayjolautama yang
bersumber dari komposisi belanja pemerintah tetsdbalam hal ini, Mauro
memberikan contoh korupsi yang terjadi pada sgieadidikan.

2. Keefer & Khemani (2003)

Menemukan bahwa legislatif lebih menyukai proyekastruktur karena
lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhairaaij kepadavotersnya.
Di sisi lain, lebih sulit bagi legislatif untuk mdrarikan janji yang dapat

dipercaya berkaitan dengan penyediaan pelayanalikp$ejalan dengan itu,
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lebih sulit bagi para pemilitfjvoters) untuk mengukur dan mengetahui apakah
legislator memang benar-benar memenuhi janjinyaandalhal penyediaan
pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

3. Martinez-Vazquez et al. (2006)

Menemukan tentang motivasi atau insentif dan pguarupsi dalam sisi
belanja anggaran pemerintah. Insentif korupsi d&d&larangnya standar etika
moral, kemungkinan terdeteksi yang rendah, pengawdan sanksi yang lemah,
atau ketidak cukupan gaji dan insentif lainnya. &kar menyatakan bahwa
seorang politisi yang berpengaruh cenderung memdpkuwoyek tertentu bukan
karena prioritas atas kegiatan tersebut, tetaprieaisuap yang akan diperoleh
atau keuntungan untuk dirinya sendiri.

4. Abdullah dan Asmara (2006)

Persamaan regresi satu dan dua menunjukkan bamazapan PAD (PPAD)
berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportiknisegislatif pada derajat
sigifikansi 5%. Alat analisis yang digunakan dalpamnelitian ini adalah analisis
regresi.

5. Darwanto dan Yulia Mustikasari (2007)

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitbufsmten/Kota di Jawa-
Bali dari tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediata. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa PAD dan DAU berpengaruh posiéif dignifikan terhadap
pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkamp®rhan ekonomi tidak
berpengaruh positif terhadap pengalokasian angdsaianja modal.

6. Florensia Theresia Maria (2009)
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PAD dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap pkul oportunistik

legislatif kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tengg@iraur dalam pengalokasian

anggaran daerah saat perubahan APBD. Alat anajag digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi bergandagueakan data panel.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

&2

No | Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian

1. | Paolo “Corruption Var. Dependen: | Adanya hubungan
Mauro and the Komposisi korelasi antara korupsi
(1998) composition of| belanja dan komposisi belanja

government | pemerintah pemerintah yang
Expenditure” | Var. menyebabkan pemerinta
Independen: lebih mudah dalam
Korupsi menerima maupun
pemerintah mengirimkan uang suap
(sogokan) terutama yang
bersumber dari komposi
belanja pemerintah
tersebut.
Dengan demikian korups
pemerintah memberikan
pengaruh positif terhada
komposisi belanja
pemerintah.

2. | Keefer & | “The Political | Var. Dependen :| Legislatif lebih menyukai
Khemani | Economy of | kebijakan proyek infrastruktur
(2003) Public legislatif. karena lebih mudah

Expenditures ”| Var.independen | digunakan sebagai bentt
proyek pemenuhan janji-janji
infrastruktur, kepadavotersnya.
anggaran Dalam penelitian ini
pendidikan, ditemukan bahwa adany
anggaran pengaruh positif
kesehatan dan | kebijakan legislatif
belanja publik. | terhadap proyek

infrastruktur, anggaran
pendidikan, anggaran
kesehatan dan belanja

uk

publik.
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Martinez- | “Corruption. | Var. Dependen: | Menemukan tentang
Vazquez et| Fiscal Policy, | Dana/budget motivasi atau insentif
al. (2006) | and Fiscal dalam sektor dan peluang korupsi
Management”.| pajak. dalam sisi belanja
anggaran pemerintah
var. terutama di sektor pajak
Independen: yaitu dengan
kesempatan melaksanakaf_i.scal
korupsi di sektor ][_esptl)nseskebuakan
pajak (budget | "=C&
pajak). Dalam penelitian ini,
Var. Kontrol - da_na budget d_alam sekt
pajak memberikan
Adanya pengaruh positif dalam
kebijakan pajak | kesempatan korupsi di
(fiscal) yang sektor tersebut.
mengurangi
kesempatan
korupsi pada
sektor pajak.
Abdullah | "Perilaku Var.dependen: | Persamaan regresi satu
dan Oportunistik | perilaku dan dua menunjukkan
Asmara Legislatif oportunistik bahwa perubahan
(2006) Dalam legislatif dalam | Pendapatan Asli Daerah
Penganggaran| penganggaran. | (PPAD) berpengaruh
Daerah: Bukti | Var.independen:| signifikan terhadap
Empiris atas | Pendapatan Asli| perilaku oportunistik
Aplikasi Daerah (PAD) | legislatif pada derajat
Agency Var.kontrol: sigifikansi 5%.
Theory di jenis dan letak
Sektor pemerintah
Publik”. daerah.
Darwanto | “Pengaruh Var. Dependen: | Variabel pertumbuhan
dan Yulia | Pertumbuhan | belanja modal. | ekonomi, pendapatan as
Mustikasari| Ekonomi, daerah, dan dana alokas
(2007) Pendapatan | Var- umum berpengaruh
Asli Daerah, | Independen: signifikan terhadap
dan Dana pertubuhan variabel belanja modal.
alokasi umum | €konomi, _
terhadap pendapatan asli

pengalokasian
belanja modal”

daerah, dana
alokasi umum.
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6. | Florensia | Perilaku Var Dependen : | Pendapatan Asli Daerah
Theresia | Oportunistik | Perilaku (PAD) dan Sisa Lebih
Maria Legislatif oportunistik Perhitungan Anggaran

Dalam legislatif (SiLPA)berpengaruh
(2009) Penganggaran signifikan terhadap

Daerah: Bukti | Var Independen’ perilaku oportunistik
Empiris atas | Pendapatan Asli |ggis|atit.

Aplikasi Daerah (PAD)
Agency dan Sisa Lebih
Theory di Perhitungan
Sektor Publik | Anggaran
(SILPA)

2.3. Kerangka Pemikiran

Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak-pihak yertipat dalam proses
penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untukak&malkan utilitasnya
melalui pengalokasian sumber daya. Penganggarajadnemekanisme terpenting
untuk pengalokasian sumber daya, karena keterlaties@a yang dimiliki oleh
pemerintah. Menurut Hagen et al., 1996 (dalam AbHulk Asmara, 2006),
penganggaran sektor publik merupakan proses taweaawar antara eksekutif
dan legislatif.

Menurut Garamfalvi (1997), politisi sebagai agennggunakan pengaruh
dan kekuasaan untuk menentukan alokasi sumber glagg, akan memberikan
keuntungan pribadi kepada politisi. Untuk mereailisan kepentingan pribadinya,
politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mendungucrative opportunistic
dan memiliki dampak politik jangka panjang. Ledi$laenderung mengusulkan
pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehdaa belanja publik lainnya

yang tidak bersifgbb programsdantargetable
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PP 110/2000 yang direvisi menjadi PP 24/2004 (re®iR 37/2005, PP
37/2006 dan PP 21/2007) secara tidak langsung nrembetivasi kepada
legislatif untuk membuat misalokasi anggaran belakgtika besaran alokasi
belanja untuk legislatif dikaitkan dengan kemampkeunnggulan daerah (diukur
dari besaran PAD). SiLPA juga bisa terjadi akibaimeetri informasi antara
eksekutif dan legislatif.

Sementara DAU adalah dana yang bersumber dari patadta APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuamgan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksdresentralisasi. Berkaitan
dengan perimbangan keuangan antara pemerintah gaisadaerah, hal tersebut
merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenpegerintah pusat kepada

pemerintah daerah.

Gambar 2.1
PAD
\
Perilaku
SiLPA ) Oportunistik

Penyusun Anggarar

DAU /
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2.4. Pengembangan Hipotesis
2.4.1Pengaruh PAD terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan bgerpenterhadap
belanja atas pengeluaran. Studi Abdullah dan Asif20@6) menemukan adanya
preferensi antara eksekutif dan legislatif dalamgagokasian perubahan PAD ke
dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktdan DPRD mengalami
kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehajustru mengalami
penurunan. Meskipun perubahan PP 110/2000 menjad24?2004 tidak lagi
mengharuskan alokasi anggaran untuk legislatifiti&a secara langsung dengan
PAD, namun PP 37/2005 dan perubahannya, yaitu PR@F dan PP 21/2007
kembali mengaitkan besaran belanja penunjang dpegdslegislatif dengan
besaran PAD.

Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif daselautif untuk
merubah alokasi anggaran secara legal. Perilakutwpstik legislatif dan
eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatksjadinya misalokasi
anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan PAD galadu bertambah saat
perubahan anggaran, membuka peluag bagi legialatiik “merekomendasikan”
penambahan anggaran bagi program dan kegiatan mangadi preferensinya.
Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesiggsebearikut :

H;: PAD berpengaruh positif terhadap perilaku apadtik penyusun anggaran

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
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2.4.2 Pengaruh SiLPA terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran
SILPA di sisi lain, mengurangi perilaku oporturkstiegislatif. Alokasi
sumber daya yang telah ditetapkan legislatif urgaknenuhan kepentingannya
ada yang tidak terserap. SiLPA juga bisa terjathakasimetri informasi antara
eksekutif dan legislatif. Sebab, ternyata ada akasnwdana yang masih belum
bisa dijabarkan oleh eksekutif dan tidak diketdagislatif. Akibatnya, dana yang
dijabarkan dalam pengalokasian anggaran hanya isebatpri dana yang
sesungguhnya ada dan dimiliki daerah. Landasan temebut menghasilkan
hipotesis sebagai berikut :
H, : SILPA berpengaruh negatif terhadap perilaku tpostik penyusun
anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2.4.3Pengaruh DAU terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran
Berdasarkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangatara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Aldkasim, selanjutnya
disebut DAU adalah dana yang bersumber dari petalap&PBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuamgan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksdresentralisasi. Berkaitan
dengan perimbangan keuangan antara pemerintah gaisadaerah, hal tersebut
merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenpeagerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi trangéeng cukup signifikan
didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintabratg dan pemerintah
daerah secara leluasa dapat menggunakan dandukirmemberi pelayanan yang

lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperkianylng tidak penting.
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Terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer pgamerintah pusat
dengan belanja pemerintah daerah. Variabel-varladgjakan pemerintah daerah
dalam jangka pendek disesuaikgudjusted) dengan transfer yang diterima,
sehingga memungkinkan terjadinya respon yaman-linier dan asymetric
dinyatakan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalamnglian empirisnya.
Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat mefigirashipotesis sebagai
berikut:

Hs : DAU berpengaruh positif terhadap perilaku opoidtik penyusun anggaran

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
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METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empirisakan harus
dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya diergaabel, yang berarti
sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Variabelalzel dalam penelitian ini

terdiri dari:

3.1.1Variabel Dependen
Variabel terikat Dependent Variable pada penelitian ini adalah

Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA). |Bkui oportunistik yaitu

perilaku yang berusaha mencapai keinginan denggals cara bahkan dengan

cara yang ilegal sekalipun, dapat menyebabkan hasumprinsipal-agen yang
terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pegadinyaadverse selection

(menyembunyikan informasi) damoral hazard(penyalahgunaan wewenang).

Ada dua tahap pengukuran OPA, yaitu (Abdullah dam&ra, 2006):

a. Menghitung spread anggaran pendidikan4PdK), spread anggaran
kesehatan AKe9, spread anggaran pekerjaan umumRU), spread
anggaran DPRDALeg).

Perhitunganspread (A) = APBD tahun berjalan (t) — APBD tahun
sebelumnya (t-1)
b. Mengakumulasikan spread anggaran pendidikan APdK), spread

anggaran kesehatahKeg, spreadanggaran pekerjaan umumRU),

31
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spreadanggaran DPRDALeg).

PerhitungarOPA = APdk + AKes+ APU + AlLeg

Keterangan:

APdk : perubahan turun atau berkurangnya anggaran gigandidikan
AKes : perubahan turun atau berkurangnya anggaran gidasehatan
APU : perubahan meningkatnya anggaran bidang pekerjaarum

(infrastruktur)
AlLeg : perubahan meningkatnya anggaran bidang DPRD
Di dalam penelitian ini istilah Oportunistik Letisf (OL) diganti
dengan Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA). Kardalam penelitian ini
ditemukan adanya perilaku oportuistik yang dilakukzik oleh legislatif dan
ekskutif dalam penyusunan anggaran.
3.1.2Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel bebadn@ependent Variable yang
mempengaruhi Perilaku Oportunistik Penyusun Angg&@PA) terdiri dari tiga,
yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri lasil Pajak Daerah,
retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahasnab dan lain-lain. Cara
mengukur PAD adalah dengan menggunakan perubahBn(£ARPAD) adalah
perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahujalaa (t) ke APBD tahun

sebelumnya (t-1) (Maria, 2009).
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b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaraniusefga (SILPA)
mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauanripeaa dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pext@iapdaerah yang sah,
pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematanabdtawajiban kepada
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun terselesafi@n sisa dana kegiatan
lanjutan, yang ditanggung dalam perubahan APBDPSidiukur dengan spread
SIiLPA (SiLPA) dari APBD tahun berjalan (t) ke APBBhun sebelumnya (t-1)
(Maria, 2009).

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi UnjDWU) adalah
dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan aeniyjuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayatukelyu pengeluarannya
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DalanmH@004), Dana Alokasi
Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum d2emerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangandmaisiengan tujuan utama
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Jurelsdélurkihan DAU
ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari PendapasdanDNegeri (PDN) neto
yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-mas{a/Kota dapat dilihat
dari pos dana perimbangan dalam Laporan RealidaBDA DAU diukur dengan
spread Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBD tahun alam (t) ke APBD tahun

sebelumnya (t-1) (Yulia, 2007).



3.2. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabep&ota di Provinsi
Jawa Tengah.

Jenis-jenis kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tergifah:

1. Kota Semarang

2. Kota Salatiga

3. Kota Surakarta

4. Kab. Jepara

5. Kab. Kudus

6. Kab. Pati

7. Kab. Rembang

8. Kab. Grobogan

9. Kab. Demak

10. Kab. Kendal

11. Kab. Semarang

12. Kab. Boyolali

13. Kab. Sukoharjo

14. Kab. Karanganyar

15. Kab. Sragen

16. Kab. Wonogiri

17. Kab. Klaten

18. Kota Magelang

19. Kota Pekalongan



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

35

Kota Tegal

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Kab.

Batang
Pemalang
Pekalongan
Tegal
Kebumen
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Magelang
Wonosobo
Temanggung
Brebes

Blora

Boyolali

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dngnenggunakan

metodepurposive samplingPengambilan sampel bertujugourposive sampling)

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasidsarkan kriteria tertentu

(Jogiyanto, 2010).

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian iralat:

1. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yamgjaporkan

secara rutin APBD dari Dinas Pendidikan, Dinas Kasan, Urusan
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Pekerjaan Umum, dan Sekretariat DPRD selama 3 tghiio tahun
2008 — 2010
2. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yarajaporkan
secara rutin APBD tahun anggaran 2008 - 2010 vyang
mempublikasikan PAD, SiLPA, dan DAU.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dakunder. Data PAD,
SiLPA, DAU dan spread anggaran belanja dalam APBD Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2008, 2002@Hh yang bersumber dari
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah bagian Ewdel Pengendalian

Kabupaten/Kota serta bagian Akuntansi.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitiadiperoleh dengan cara:

1. Studi kepustakaafibrary research)
Dilakukan dalam rangka memperkuat landasan teenelitian tentang
agency theondi sektor publik yang diperoleh dari buku-bukwran-aturan
pemerintah, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil-hasilnphtian terdahulu dari
dalam maupun luar negeri yang mempunyai kaitandenagan penelitian ini.
2. Penelitian lapangaffield research)
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang barigan dengan

penelitian ini pada Bagian Keuangan Provinsi Jaesgah.
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3. Deskriptif kualitatif
Yaitu dengan menganalisis, mengolah data sertgefaskan sesuai dengan

data yang diperoleh.

3.5. Metode Analisis
3.5.1.Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif ngamenginformasikan
tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-ratae@r), dan standar deviasi
(standard deviation Statistik deskriptif adalah statistik yang digkan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskresipkanrelaggambarkan data yang
telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang kerlamum (Sugiyono,

2005).

3.5.2Pengujian Asumsi Klasik

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian idalah analisis regresi
linier berganda . Variabel terikat perilaku opoistlilk penyusun anggaran (OPA)
dan variabel bebas PAD, SiLPA dan DAU dari APBDua berjalan (t) ke
APBD tahun sebelumnya (t-1). Dalam Darwanto (200&Yresi linier berganda
dapat dilakukan setelah model dari penelitian igmenuhi syarat-syarat yaitu
lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebuladd data harus terdistribusi

secara normal.
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Uji asumsi klasik terdiri dari:

3.5.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalamdel regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki dissibmormal. Seperti diketahui
bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residuengikuti distribusi
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji stétishenjadi tidak valid untuk
jumlah sampel kecil (Ghozali, 2009). Dalam penretitini, pengujian normalitas
data dilakukan dengan menggunak@ne Sample Kormogorov-Smirnov Test

dengan tingkat signifikansi 5%.

3.5.2.2 Uji Multikolonearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakamodel regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasZ&h@009). Multikolonieritas
terjadi dalam analisis regresi berganda apabilaabel-variabel bebas saling
berkorelasi.

Dalam Ghozali (2009) mutikolonieritas dapat dilidari :

- Nilai tolerancedan lawannya

- Variance Inflation Facto(VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel indegenchana yang
dijelaskan oleh variabel independen yang lainnyalal pengertian sederhana
setiap variabel independen menjadi variabel dependerikat) dan diregres
terhadap variabel independen lainnya. Toleranceguoiam variabilitas variabel
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan atahabel independen lainnya.

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan Wikitinggi (karena VIF =
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1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untukenunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10uatama dengan nilai VIF > 10
(Ghozali, 2009).

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengujakap dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residsetu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari resichtal gengamatan ke pengamatan
yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas jdan berbeda disebut
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik add@inoskedastisitas atau tidak
terjadi Heterokedastisitas (Ghozali, 2009).

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi adaakinya
Heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah ®@gjser. Glejser mengusulkan
untuk meregres nilai absolut residual terhadapabeti independen (Gujarati,
2003 dalam Ghozali, 2009) dengan persamaan regresi

|Ut| =a + BXt + vt
Jika variabel independen signifikan secara stltistiempengaruhi variabel
dependen, maka ada indikasi terjadi Heterokedastifhozali, 2009).
3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupallata time series,
sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Wpkawvelasi bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi linear ada &sreantara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pemgggragla periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinama&kda problem autokorelasi.
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Autokorelasi muncul karena observasi yang berurggganjang waktu berkaitan
satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena redidkesalahan pengganggu)
tidak bebas dari satu observasi ke observasi lai{@}ozali, 2009).

Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan Run TestnRrest sebagai
bagian dari statistik non-parametrik dapat pulaudakan untuk menguji apakah
antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jkaar residual tidak terdapat
hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residudhladeak atau random. Run
test digunakan untuk melihat apakah data resi@ualdi secara random atau tidak
(sistematis).

HO : residual (res_1) random (acak)

HA : residual (res_1) tidak random
3.5.3Metode Regresi Linier Berganda

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel independdtefidapatan Asli Daerah,
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasiutdindan 1 variabel
dependen (Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaraehingga menggunakan
persamaan regresi berganda. Persamaan regrediligamgkan adalah:

Y=a+ biXi+bXo+bsXs+ e

3.5.4Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir akaual dapat diukur
dari nilai probabilitas uji t, uji F, dan koefisiedeterminasi Adjusted R?).
Perhitungan statistik disebut signifikan secartistila apabila nilai uji statistiknya

berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho #jtoebaliknya disebut tidak
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signifikan bila nilai uji statistiknya berada daladaerah dimana Ho diterima

(Ghozali, 2009).

3.5.4.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apak@sing-masing
variabel independen mempengaruhi variabel depesdeara signifikan. Untuk
pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Qaedakukan uji t adalah dengan
Quick Lookyaitu bila jumlahdegree of freedonidf) adalah 20 atau lebih dan
derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka Ho rgangatakan bi=0 dapat
ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam miébsolutg. Dengan kata lain, kita
menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan baswatu variabel independen

secara individual mempengaruhi variabel dependéoZ&i, 2009).

3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakamuse variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam modelpunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependeat/t@hozali, 2009). Uji F
dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansip&da output hasil regresi
menggunakan SPSS dengaignificancelevel 0,05 @ = 5%). Jika nilai
signifikansi lebih besar da maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak
signifikan), yang berarti secara simultan varialmaiabel bebas tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel teribi&a nilai signifikan lebih kecil

dari o maka hipotesis diterima (koefisien regresi sidgaifi). Ini berarti bahwa
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secara simultan variabel-variabel bebas mempungagaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat.
3.5.4.3. Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguiji tingkeekatan atau keterikatan
antarvariabel dependen dan variabel independen geagdilihat dari besarnya
nilai koefisien determinasi{Adjusted R-square)Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2009). Nil& yR&ng kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam nsskaeh variasi variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satartb variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yantputuhkan
untukmemprediksi variasi variabel dependen (Ghpz20i09). Secara umum,
koefisien determinasi untuk data runtut wakimé serieshpiasanya mempunyai

nilai koefisien determinasi yang tinggi.





